
 

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

        NOMOR  12 TAHUN 2016             

TENTANG 

PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI 

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang      :  bahwa untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Sosial tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Kementerian Sosial; 

 

Mengingat       :  1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

2. Peraturan  Presiden  Nomor  29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

80); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 
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4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 86);  

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 986); 

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); 

 

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan   : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG  PEDOMAN 

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN SOSIAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP 

digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas 

implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Sosial. 

 

Pasal 2 

(1) Kementerian Sosial melalui Inspektorat Jenderal 

menetapkan Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP 

secara berkala. 

(2) Pedoman Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

antara lain: 

a. fokus evaluasi; 

b. waktu pelaksanaan evaluasi; 

c. penugasan evaluasi; dan/atau 

d. hal lain yang dianggap perlu. 
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Pasal 3 

Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 4 

(1) Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi atas 

implementasi SAKIP di lingkungannya sekali dalam 

setahun. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja. 

 

Pasal 5 

Inspektorat Jenderal melakukan pembinaan, koordinasi, 

pemantauan, dan supervisi pelaksanaan evaluasi atas 

implementasi SAKIP.  

 

Pasal 6 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 16 September 2016 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

       ttd. 

 

 KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 

 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal  28 September  2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

       ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA  

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2016  NOMOR  1464 

 


